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ABSTRAK 

Fenomena truk over dimension dan over loading kerap terjadi di jalanan 
Indonesia. Truk kelebihan dimensi dan kelebihan berat yang tidak sesuai dengan 
aturan pabrikan produsen truk dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan 
di Indonesia dinilai menjadi penyebab utama dalam kerusakan jalan, kerusakan 
insfrastruktur dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materiel 
bahkan sampai dengan jatuhnya korban jiwa. Dalam menindaklanjuti permasalahan 
truk over dimension dan over loading, pemerintah melalui Kementerian 
Perhubungan menginisiasi kebijakan bernama Zero Over Dimension Over Loading 
berdasarkan UU No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna 
menekan truk ODOL yang bebas berkeliaran di jalanan Indonesia. Dari eksistensi 
kebijakan Zero ODOL, penulis berusaha meneliti implementasi pemberlakuan Zero 
ODOL di salah satu jembatan timbang di Jawa Timur, yaitu UPPKB Guyangan 
Nganjuk. Apakan implementasi Zero ODOL di UPPKB Guyangan sesuai dengan 
teori efektifitas hukum? dan bagaimana maṣlaḥah memandang argumentasi para 
sopir pelanggar ODOL? 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 
lapangan (field research) dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori 
maṣlaḥah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum 
implementasi Zero ODOL khususnya dilokasi penelitian penulis yaitu di UPPKB 
Guyangan, Nganjuk. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui argumentasi 
dari para sopir pelanggar ODOL kemudian menganalisisnya dengan teori 
maṣlaḥah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan aturan Zero ODOL di 
UPPKB Guyangan belum bisa dikatakan efektif dari pandangan efektivitas hukum, 
karena dalam 5 faktor penentu evektivitas hukum, pada setiap faktornya masih 
terjadi kendala. Argumentasi sopir pelanggar Over Dimension Over Loading di 
UPPKB Guyangan menunjukkan adanya paksaan dari pihak pemilik barang dan 
pemilik/operator kendaraan untuk mengemudikan kendaraan ODOL. Hal tersebut 
tidak sesuai dengan aspek ḥifẓ an-nafs dan ḥifẓ al-māl dalam teori maṣlaḥah. 

Kata kunci: Over Dimension Over Loading, Efektivitas Hukum, Maṣlaḥah 
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ABSTRACT 

The phenomenon of trucks over dimension and over loading often occurs on 
the streets of Indonesia. Over dimension and over loading trucks are not in 
accordance with the rules of the truck manufacturer and are not in accordance with 
the laws and regulations in Indonesia. Over dimension and over loading trucks are 
considered to be the main causes of road damage, infrastructure damage and traffic 
accidents that result in material losses and even fatalities. In following up on the 
problem of over dimension and over loading trucks, the government through the 
Ministry of Transportation initiated a policy called Zero Over Dimension Over 
Loading based on Law No. 22 Th. 2009 concerning Road Traffic and 
Transportation to suppress ODOL trucks that are free to roam the streets of 
Indonesia. From the existence of the Zero ODOL policy, the author tries to examine 
the implementation of Zero ODOL at one of the weigh bridges in East Java, namely 
UPPKB Guyangan Nganjuk. Is the implementation of Zero ODOL at UPPKB 
Guyangan in accordance with the theory of legal effectiveness? and how does the 
maṣlaḥah theory look at the arguments of the drivers for ODOL violators? 

In conducting this research, the author uses field research methods using 
the theory of legal effectiveness and the theory of maṣlaḥah. This research aims to 
determine the legal effectiveness of implementing Zero ODOL, especially in the 
author's research location, namely UPPKB Guyangan, Nganjuk. This research also 
aims to find out the arguments of the drivers of ODOL violators and then analyze 
them from the perspective of the maṣlaḥah theory. 

The results of this study indicate that the application of the Zero ODOL rule 
at UPPKB Guyangan cannot be said to be effective from the perspective of legal 
effectiveness, because in the 5 determining factors of legal effectiveness, there are 
still obstacles in each of them. The argument of the driver who violates Over 
Dimension Over Loading at UPPKB Guyangan shows that there is coercion on the 
part of the owner of the goods and the owner/operator of the vehicle to drive the 
ODOL vehicle. This is not in accordance with the aspects of ḥifẓ an-nafs and ḥifẓ 
al-māl in maṣlaḥah theory. 

Keyword: Over Dimension Over Loading, legal effectiveness, Maṣlaḥah 
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MOTTO 
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adalah salah satu guru yang memberi kesan mendalam pada diri saya. 
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C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 

 Ditulis ḥikmah حِكْمَة

 Ditulis Jizyah جِزْیَة 
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F. Vokal Rangkap 
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Au 
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1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān ألَْقرُْآن 

 Ditulis Al-Qiyās آلْقِیَاس

 

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā الَسَّمَاءَ

 Ditulis as-Syams الَشَّمْس
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Angkutan barang dengan moda transportasi darat menggunakan truk 

dianggap paling diminati karena fleksibilitas muatannya dan kemampuan 

jelajah yang lebih luas dibanding menggunakan moda angkutan lain seperti 

kereta api, kapal laut ataupun pesawat terbang. Selama berpuluh-puluh tahun 

truk dipercaya menjadi kendaraan andalan pendistribusian logistik untuk 

pemerataan pembangunan nasional hingga ke pelosok daerah demi 

kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Jika permintaan logistik 

masyarakat kuat dan pasar bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, 

maka truk sebagai moda transportasi angkutan barang yang paling diminati 

akan merasakan dampaknya. Sebaliknya, jika permintaan logistik masyarakat 

lemah dan pasar tidak bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, 

angkutan barang semacam truk juga terkena imbas dari loyonya permintaan 

pasar. Hal ini membuktikan bahwa frekuensi kegiatan angkutan truk bisa 

menjadi tolak ukur dalam merespon pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sedemikian dominannya truk sebagai transportasi darat angkutan 

barang di Indonesia sehingga frekuensi kegiatan truk bisa menjadi tolak ukur 

dalam menilai pertumbuhan ekonomi nasional, maka truk sebagai kendaraan 

angkutan barang harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Aturan 

pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sendiri secara 
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umum diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 diikuti beberapa 

aturan turunannya. Dimensi dan berat kendaraan tercantum detail dalam aturan 

dengan pertimbangan kemampuan kendaraan dan kemampuan jalan yang 

dilalui berdasarkan spesifikasi dari produsen kendaaan. Tentu saja produsen 

kendaraan tidak mempunyai kontrol penuh setelah kendaraan sampai kepada 

tangan konsumen, disinilah peran pemerintah Indonesia mengatur kendaraan 

jenis apa yang boleh beroperasi di Indonesia menurut kebutuhan dan kondisi 

jalan di Indonesia. Tapi tidak bisa dipungkiri, pelanggaran dimensi dan berat 

berlebih kendaraan muatan masih terjadi dijalanan Indonesia. 

Fenomena pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 

angkutan barang di Indonesia mejadi permasalahan yang serius. Pengertian 

dari Over Dimension Over Loading terdiri dari dua kelompok kata: Over 

Dimension dan Over Loading. Over Dimension adalah suatu kondisi dimana 

dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan 

ketentuan peraturan, sedangkan Over Loading adalah suatu kondisi dimana 

kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan.1 

Faktanya, Over Dimension Over Loading (selanjutnya disingkat ODOL) 

dianggap sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Kerusakan jalan 

akibat ODOL memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan 

nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan biaya yang tidak sedikit. Selain 

membuat kerusakan jalan, ODOL juga membuat kerusakan insfrastuktur 

 
1 Rezky Yostisa, “Kajian Pengendalian Over Dimensi Over Loading” 

https://balitbanghub.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading, akses 19 
Juni 2022 pukul 23.14 WIB. 

https://balitbanghub.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading
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lainnya seperti kerusakan jembatan, pelabuhan dan juga menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan yang melibatkan truk ODOL juga 

sudah banyak terjadi seperti rem blong, pecah ban dan kendaraan hilang 

kendali, bahkan diantaranya sampai menimbulkan korban jiwa dan juga 

kerugian materiel yang tidak sedikit.2 

Menindaklanjuti permasalahan ODOL, pemerintah Indonesia 

memberlakukan kebijakan Zero Overdimension Over Loading. Kebijakan Zero 

Over Dimension Over Loading disingkat Zero ODOL merupakan peraturan 

yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan untuk menormalisasi kendaraan 

ODOL di jalan raya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan dan aturan turunannya. Kendaraan dengan kriteria ODOL 

memiliki spesifikasi dimensi yang tidak sesuai dengan standar produksi pabrik 

dan mengangkut muatan melebihi batas beban yang ditentukan.3 Sejak tahun 

2017, Kementerian Perhubungan telah membentuk action plan dan road map 

bersama para pemangku kebijakan terkait Zero ODOL yang ditargetkan untuk 

terwujud pada 2023.4 Pemerintah menargetkan 1 Januari 2023 Indonesia babas 

 
2 Ibid., akses 20 Juni 2022 pukul 10.42. 

3 “Diprotes Sopir Truk, Apa Itu Kebijakan Zero ODOL?,” 
https://bisnis.tempo.co/read/1564238/diprotes-sopir-truk-apa-itu-kebijakan-zero-odol, akses 19 
Juni 2022 pukul 23.17 WIB. 

4 “Tingkatkan Koordinasi Pengawasan ODOL, Kemenhub Gelar Webinar,” 
https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/tingkatkan-koordinasi-pengawasan-odol-kemenhub-
gelar-webinar/, akses 17 Juni 2022 pukul 15.19 WIB.  

https://bisnis.tempo.co/read/1564238/diprotes-sopir-truk-apa-itu-kebijakan-zero-odol
https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/tingkatkan-koordinasi-pengawasan-odol-kemenhub-gelar-webinar/
https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/tingkatkan-koordinasi-pengawasan-odol-kemenhub-gelar-webinar/
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ODOL.5 Upaya penertiban angkutan barang ODOL oleh pemerintah tentu saja 

berimbas kepada para pengguna jasa angkutan dan penyedia jasa angkutan 

sebagai pelaku ODOL. Dengan adanya penertiban ODOL, para pengguna jasa 

angkutan diwajibkan mematuhi standar aturan yang berlaku, dengan kata lain 

harus mengurangi berat/jumlah barang yang dikirim dan penyedia jasa 

angkutan harus memastikan dimensi kendaraan miliknya sesuai dengan aturan. 

Demi menunjang efektivitas aturan Zero ODOL, fasilitas pendukung guna 

mempersempit ruang gerak ODOL juga disiapkan salah satunya adalah Unit 

Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau yang biasa 

disebut jembatan timbang. Jembatan timbang memiliki peran yang sangat 

strategis dalam pengendalian berat muatan angkutan barang agar memenuhi 

ketentuan daya angkut, dimensi dan kelas jalan kendaraan. 

Dibarat kota Nganjuk tepatnya di kelurahan Guyangan Kecamatan 

Bagor Kabupaten Nganjuk Jawa Timur terdapat salah satu jembatan timbang 

(UPPKB) yang setiap bulannya dilalui ribuan kendaraan muatan. Selama 

November 2020 total ada 3.187 kendaraan yang diperiksa, dari jumlah itu ada 

257 kendaraan yang melanggar. Apa saja pelanggaran ratusan kendaraan 

tersebut? Mayoritas adalah kendaraan dengan daya angkut yang melebihi (over 

load). Saat ditimbang diketahui jika berat kendaraan melebihi kapasitas sesuai 

yang tertulis di panduan. Pelanggaran muatan over load ini tergolong klasik 

dan sangat banyak yang melakukannya. Alasannya juga bermacam-macam, 

 
5 “Jelang Zero ODOL 2023, Kemenhub Terus Sosialisasikan Penegakan Hukum Truk 

ODOL” https://dephub.go.id/post/read/jelang-zero-odol-2023,-kemenhub-terus-sosialisasikan-
penegakan-hukum-truk-odol, akses 19 Juni 2022 pukul 23.18 WIB. 

https://dephub.go.id/post/read/jelang-zero-odol-2023,-kemenhub-terus-sosialisasikan-penegakan-hukum-truk-odol
https://dephub.go.id/post/read/jelang-zero-odol-2023,-kemenhub-terus-sosialisasikan-penegakan-hukum-truk-odol
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mulai kejar setoran, hingga beralasan mengatar barang yang telat 

pengirimannya.6 

Batasan berat total dari sebuah kendaraan tergantung dengan 

kemampuan setiap tipe kendaraan menurut rancangan dari produsen 

kendaraan, atau bisa dikenal dengan JBB. JBB adalah Jumlah Berat Yang 

Diperbolehkan adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut 

muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.7 Jadi JBB bisa 

diaktakan adalah spesifikasi berat maksimal kendaraan yang ditentukan oleh 

pabrikan kendaraan. Sedangkan pemerintah juga mengatur berat total setiap 

tipe kendaraan berdasarkan kelas jalan yang dilalui disebut dengan Jumlah 

Berat Yang diizinkan (JBI). JBI adalah adalah berat maksimum Kendaraan 

Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang 

dilalui.8 Pengguna dan penyedia jasa angkutan yang sudah terbiasa mengirim 

barang secara ODOL tentu akan merasa keberatan jika harus mengikuti aturan 

Zero ODOL, hal ini terkait dengan tarif pengiriman. Mereka menganggap 

kebijakan Zero ODOL tidak memperdulikan nasib sopir truk yang tercekik 

biaya operasional pengiriman barang yang tinggi. Dengan kondisi seperti itu, 

mereka terpaksa menggunakan truk ODOL demi mengurangi biaya operasional 

yang melambung tinggi.  Sebagai contoh: Truk 2 sumbu roda konfigurasi 

 
6 “Periksa Ribuan Kendaraan, UPPKB Guyangan Tindak Ratusan Pelanggar” 

https://radarkediri.jawapos.com/politik/14/12/2020/periksa-ribuan-kendaraan-uppkb-guyangan-
tindak-ratusan-pelanggar, akses 19 Juni 2022 pukul 23.18 WIB. 

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, 
Pasal 1 ayat (16). 

8 Ibid., Pasal 1 ayat (18). 

https://radarkediri.jawapos.com/politik/14/12/2020/periksa-ribuan-kendaraan-uppkb-guyangan-tindak-ratusan-pelanggar
https://radarkediri.jawapos.com/politik/14/12/2020/periksa-ribuan-kendaraan-uppkb-guyangan-tindak-ratusan-pelanggar
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sumbu 1.2 dengan JBI 8.500kg (8.5 Ton)9 biasa mengirim barang 8-10 Ton 

(asumsi: over load menurut peraturan yang berlaku), dan ketika aturan Zero 

ODOL sepenuhnya terlaksana maka truk dengan 2 sumbu konfigurasi 1.2 JBI 

8.500kg hanya diizinkan mengangkut muatan kurang lebih seberat 5 Ton. 

Dengan penyesuian berat muatan tersebut apabila tanpa diikuti penyesuaian 

tarif pengiriman tentu akan berimbas pada kenaikan harga barang kebutuhan 

sehari-hari, yang kita ketahui bersama bahwa barang kebutuhan sehari-hari 

diangkut menggunakan kendaraan angkut semacam truk. 

Ditinjau dari pandangan efektivitas hukum, apakah pemberlakuan 

aturan Zero ODOL efektif dalam menekan kendaraan ODOL di jalanan? 

Apakah argumentasi pengemudi pelanggar ODOL sesuai dengan konsep 

maṣlaḥah? Berangkat dari sejumlah permasalaham dan keresahan penulis 

tersebut diatas, penulis tertarik untuk menelisik ulang undang-undangan dan 

beberapa peraturan yang mendasari aturan Zero Over Dimension Over 

Loading, yang akan dituangkan melalui tugas akhir dengan judul “Zero Over 

Dimension Over Loading (ODOL) di UPPKB Guyangan Nganjuk Perspektif 

Maṣlaḥah” 

  

 
9 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4413/AJ.307/DRJD/2020 

tentang Dimensi Angkutan Barang Curah, Pasal 3 huruf A ayat (5). 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting agar penelitian 

dapat terarah. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana teori efektivitas hukum memandang implementasi aturan Zero 

Over Dimension Over Loading di UPPKB Guyangan, Nganjuk periode 

2020-2022? 

2. Bagaimana teori maṣlaḥah memandang argumentasi pelanggar Over 

Dimension Over Loading di UPPKB Guyangan, Nganjuk? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus permasalahan tersebut, maka dapat diperoleh tujuan 

penelitian diantaranya: 

a. Untuk mengetahui efektivitas pemberlakuan aturan Zero ODOL yang 

berlaku di UPPKB Guyangan, Nganjuk. 

b. Untuk mengetahui apakah penerapan aturan Zero ODOL di UPPKB 

Guyangan, Nganjuk sesuai dengan teori maṣlaḥah apabila aturan Zero 

ODOL sepenuhnya terlaksana. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Sejalan dengan tujuan penelitian, manfaat teoritis yang diharapkan dapat 

diambil dari penelitian ilmiah ini antara lain adalah: 
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1) Penelitian ini bisa memberikan kontribusi akademik, khususnya 

dalam ruang lingkup hukum tata negara. 

2) Memberi pemahaman teoritis kepada masyarakat dan kepada peneliti 

selanjutnya mengenai pemberlakuan aturan Zero ODOL perspektif 

hukum di Indonesia dan hukum Islam. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah: 

1) Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dari pemberlakuan aturan 

Zero ODOL agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

2) Memberi saran kepada pemerintah berdasarkan bukti empiris dampak 

pemberlakuan aturan Zero ODOL dan hasil dari penelitian ini 

nantinya dapat menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang 

membutuhkan khususnya pada jurusan Hukum Tata Negara 

(Siyasah). 

c. Sebagai Tugas Akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka mejadi sebuah acuan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitiannya. Penelitian yang membahas mengenai Over Dimension Over 

Loading bukanlah suatu pembahasan yang baru dalam bidang akademis 

perkuliahan. Dengan mengambil manfaat praktis dari peneliti sebelumnya dan 

meggunakannya sebagai pembanding agar peneliti bisa memaparkan data yang 
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konkret. Beberapa penelitian sebelumnya yang bisa ditelaah antara lain sebagai 

berikut: 

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over 

Loading oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau” yang ditulis oleh Dini Ayu 

Pratiwi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.10 Dalam 

penelitannya Dini Ayu Pratiwi memberikan saran perlunya pelaksanaan 

pengawasan yang optimal terhadap over dimension over loading serta 

memperjelas Undang-undang tentang angkutan barang dan menetapkan tarif 

angkutan barang. Selaras dengan penelitian ini, poin memperjelas Undang-

undang dan penetapan tarif angkutan barang akan menjadi fokus khusus dalam 

pembahasan, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini  

Jurnal berjudul “Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat 

ODOL (Overdimension Overloading) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan” yang ditulis oleh Syairur 

Rozi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.11 Secara umum jurnal ini 

mengharapkan kepada para pengusaha transportasi untuk dapat mentaati aturan 

dalam perundang-undangan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan 

yang disebabkan oleh kendaraan ODOL di jalan raya dan mengurangi kerugian 

negara akibat kerusakan jalan. 

 
10 Dini Ayu Pratiwi, “Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Riau,” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
(2021) 

11 Syairur Rozi, “Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat ODOL (Overdimension 
Overloading) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan 
Jalan,” Jurnal Sains Global Indonesia, Vol. 2, No. 1, Januari 2021. 
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Tesis dengan judul “Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa 

Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur)” disusun oleh 

Tesmirizal dari Universitas Batanghari, Jambi.12 Analisis faktor ekonomi 

mendorong pelaku melakukan tindakan pelanggaran hukum cukup relevan 

dengan judul penelitian ini, karna disamping sifat hukum yang mengatur, ada 

juga prinsip hukum yang mengharuskan hukum memiliki prinsip maṣlaḥah dan 

adil. 

Jurnal berjudul “Analisis Pengaruh Muatan Lebih (Overloading) 

Terhadap Kinerja Jalan dan Umur Rencana Perkerasan Lentur (Studi Kasus 

Ruas Jalan Raya Pringsurat, Ambarawa-Magelang)” yang ditulis oleh G. Irwan 

Simanjuntak, Adri Pramusetyo, Bambang Riyanto dan Supriyono dari Jurusan 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang.13 Jurnal ini 

meneliti tentang pengaruh over loading terhadap kemampuan jalan, dan 

kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penanganan kendaraan ODOL. 

Sehingga ODOL tidak hanya karna adanya tuntutan dan keuntungan pribadi 

dari pelaku ODOL, tetapi karna ada celah yang bisa dimanfaatkan para 

pelanggar ODOL. 

 
12 Tesmirizal, “Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap 

Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan Kelapa Sawit (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung 
Jabung Timur),” Tesis magister Universitas Batanghari Jambi (2020). 

13 G. Irwan Simanjuntak dkk., “Analisis Pengaruh Muatan Lebih (Overloading) Terhadap 
Kinerja Jalan dan Umur Rencana Perkerasan Lentur (Studi Kasus Ruas Jalan Raya Pringsurat, 
Ambarawa-Magelang),” Jurnal Karya Teknik Sipil, Vol. 3 No. 3 (2014). 
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Jurnal dengan judul “Analisis Dampak Beban Overloading Kendaraan 

Berat Angkutan Barang Terhadap Umur Rencana dan Biaya Kerugian 

Penanganan Jalan” yang ditulis oleh Ika Ulwiyatul Lutfah dan Agus Taufik 

Mulyono dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.14 Tak bisa 

dipungkiri, dampak negatif dari ODOL adalah kerusakan jalan dan infrastuktur 

lainnya seperti jembatan dan pelabuhan. Perlunya data perhitungan 

kemampuan jalan bisa membantu penulis dalam menyajikan data dampak 

kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan angkutan ODOL. 

Meskipun penelitian ini mempunya persamaan tema dengan beberapa 

penelitain diatas yaitu sama-sama meneliti tentang over loading dan over 

dimension kendaraan muatan barang, penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

lima penelitian tersebut diatas. Perbedaan penelitain ini terletak pada fokus 

bahasan dan lokasi penelitian. Pisau analisis yang digunakan pada penelitian 

ini juga berbeda, dimana penelitian ini akan membedah aturan Zero ODOL 

menggunakan teori efektivitas hukum dan teori maṣlaḥah. 

  

 
14 Ika Ulwiyatul Lutfah dan Agus Taufik Mulyono, “Analisis Dampak Beban Overloading 

Kendaraan Berat Angkutan Barang Terhadap Umur Rencana dan Biaya Kerugian Penanganan 
Jalan,” The 18th FSTPT International Symposium (2015). 
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E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dapat membawa hasil; 

berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus, mulai berlaku (tentang 

undang-undang, peraturan).15 Jika membahas tentang efektivitas hukum 

maka bisa dilihat dari keberhasilan dari tujuan hukum tersebut. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:16 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Berdasarkan faktor-faktor diatas, efektivitas hukum tidak hanya didasari 

hukum itu sendiri, tetapi ada empat faktor penting lainnya yang menjadi 

tolak ukur efektivitas suatu hukum atau peraturan. 

 
15 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif, akses 19 Juni 2022 pukul 23.13 WIB. 

16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif
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2. Teori Maṣlaḥah 

Secara etimologis, kata maṣlaḥah berasal dari bahasa Arab yang 

kemudian dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, 

yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan serta 

menolak kerusakan.17 Kata maṣlaḥah berakar pada kata al-aṣlu yang 

merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja ṣalahu, yaṣluhu, ṣalahan yang 

berarti baik, bagus, manfaat, faedah, patut, layak, dan sesuai.18 

Terdapat tiga macam maṣlaḥah dilihat dari segi kualitas dan 

kepentingannya, yaitu: 

a. Al-Maṣlaḥah Aḍ-Ḍarūriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan 

dengan hal-hal primer atau kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan 

akhirat. Terdapat lima kemaslahatan yang termasuk, yaitu: 

1) Memelihara agama, 

2) Memelihara jiwa, 

3) Memelihara akal, 

4) Memelihara keturunan, 

5) Memelihara harta. 

Kelima kemaslahatan tersebut juga biasa disebut dengan al-maṣlaḥah al-

khamsah. 

 
17 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Quran dan Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 

1995), hlm. 43. 

18 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 
Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 219. 
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b. Al-Maṣlaḥah Al-Ḥājiyah, merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan 

dalam mendukung atau menyempurnakan kemaslahatan primer (masail 

al-khomsah) sebelumnya untuk mempertahankan dan memelihara 

kebutuhan dasar manusia. 

c. Al-Maṣlaḥah At-Taḥsīniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai 

pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan 

sebelumnya, meskipun apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan 

kesulitan.19 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research). Penelitian dilakukan di UPPKB Guyangan, Kecamatan Bagor 

Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, sifat penelitian yang 

bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek 

dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.20 Penelitian ini dibuat untuk 

memberikan gambaran bagaimana pemberlakuan aturan Zero ODOL di 

UPPKB Guyangan, Nganjuk dan dampaknya. 

 
19 Prof. Dr. Nasrun Haroen, M.A., Ushul Fiqh 1(Jakarta, Logos, 1996) hlm. 115-116. 

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2016), hlm. 236. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam 

memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan 

yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum 

dilihat sebagai norma atau das sollen. Karena dalam melakukan 

pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan baik 

hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan 

hukum primer atau sekunder. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan 

melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam 

penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari 

lokasi penelitian. Dalam hal pendekatan empiris penelitian ini, teknik 

pengumpulan data dengan cara wawancara sangatlah penting. Pertama 

wawancara dengan aparat petugas UPPKB Guyangan untuk mengumpulkan 

data terkait progres aturan Zero ODOL serta penindakannya dan kepada 

para pelaku ODOL atau masyarakat untuk mengecek kebenaran data yang 

diperoleh dari aparat petugas UPPKB. 

Jadi pendekatan yuridis-empiris yang dimaksud di dalam penelitian 

ini adalah dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan 

dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer ataupun 

sekunder. 

4. Sumber Data 

Hakikatnya penelitian ini mendasarkan sumber datanya pada dua 

macam yaitu; data primer dan data sekunder. 
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a. Data Primer 

Karena penelitan ini memakai pendekatan yuridis empiris, maka sumber 

data primer penelitian ini dibagi menjadi dua. 

1) Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

2) Data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian di UPPKB Guyangan, 

Nganjuk baik dari aparat penegak hukum ataupun para pelaku ODOL. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder penelitian ini bisa diperoleh dari beberapa sumber, antara 

lain: 

1) Aturan turunan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain: 

a) Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: 

AJ.007/2/17/DRJD/2020 perihal Toleransi Sanksi Kelebihan 

Muatan Angkut Barang Pokok dan Barang Penting; 

b) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor: 

AJ.005/1/11/DRJD/2022 perihal Pengawasan Kendaraan 

Angkutan Barang di UPPKB. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 

Jalan; 

d) Peraturan Dirjend Perhubungan Darat No: 

SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. 



17 
 

17 
 

e) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No: SK. 

3723/AJ.005/DRJD/2018 tentang Road Map Revitalisasi 

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor. 

f) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: 

KP.4413/AJ.307/DRJD/2020 tentang Dimensi Angkutan Barang 

Curah 

2) Buku yang berkaitan dengan tema penelitian. 

3) Kitab, jurnal, skripsi, tesis ataupun artikel ilmiah yang berkaitan 

dengan tema penelitian. 

4) Internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan Teknik pengambilan data yang 

digunakan Ketika peneliti membutuhkan data mandalam dan bersifat 

detil dari responden yang jumlahnya sedikit atau kecil. Wawancara 

didasarkan pada laporan dari responden atau setidaknya didasarkan pada 

pengetahuan dan pengalaman responden.21 Seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya wawancara dilakukan kepada petugas UPPKB Guyangan 

terkait efektivitas pemberlakuan Zero ODOL dalam periode waktu 

tertentu dan beberapa pelaku ODOL. 

  

 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

cet. ke-19 (Bandung, Alfabeta, 2014) 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa 

dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian seperti catatan harian, 

surat-surat, transkrip, buku serta catatan lain yang berkaitan dengan 

objek penelitian.22 Dokumentasi penelitian dilakukan dengan cara 

merekam, mencatat dan memfoto setiap data baik dari aparat UPPKB 

Guyangan, Nganjuk ataupun pelaku ODOL. 

6. Analisis Data 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya 

adalah menganalisis semua data yang telah terkumpul. Penulis menganalisis 

data menggunakan metode kualitatif yang mana data tersebut berbentuk 

kata dan kalimat. Dalam hal ini peneliti juga berpedoman pada hukum-

hukum Islam dan perundanga-undangan yang berlaku di Indonesia untuk 

dijadikan pedoman dalam menganalisis, untuk kemudian ditarik 

kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 

lima bab dan beberapa sub-bab lainnya, yaitu: 

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, rumusan permasalahan agar penelitian dapat terarah, 

 
22 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 

hlm. 152. 
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tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan yang 

terakhir sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai 

kerangka teori evektivitas hukum dan teori maṣlaḥah. 

Bab ketiga, berisi gambaran umum mengenai objek yang diteliti, 

mekanisme pengawasan dan penimbangan kendaraan di UPPKB Guyangan, 

Nganjuk, penindakan dan sanksi kendaraan ODOL, serta progress 

pemberlakuan Zero ODOL di UPPKB Guyangan. 

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap data yang ada pada bab 

ketiga dengan menggunakan teori-teori yang penulis susun pada bab kedua. 

Bab kelima, berisi penutup, merupakan kesimpulan yang memuat 

kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Zero 

Over Dimension Over Loading (ODOL) di UPPKB Guyangan perspektif 

Maṣlaḥah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya: 

1. Pemberlakuan aturan Zero ODOL di UPPKB Guyangan apabila dianalisis 

berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat 

disimpulkan kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, 

mengenai pasal 307 UU No. 22 Th. 2009 tentang LLAJ yang hanya 

memberikan sanksi kepada pengemudi kendaraan ODOL, bukan kepada 

pemilik barang ataupun pemilik kendaraan, sendangkan dalam pasal 169 

ayat (1) yang harus mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya 

angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan adalah pengemudi dan/atau 

perusahaan angkutan umum barang, bukan hanya pengemudi. 

Akar masalah dari ODOL tidak hanya pengemudi yang nekat 

mengendarai kendaraan ODOL di jalanan, tapi juga dikarenakan faktor 

pemilik barang dan pemilik kendaraan yang kurang sadar terhadap hukum 

yang berlaku dan menganggap ODOL adalah hal yang biasa dan lumrah. 

Kedua, minimnya SDM petugas yang mengoperasikan UPPKB Guyangan, 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kurangnya jumlah petugas 

mengakibatkan terpotongnya jam operasional UPPKB dari seharusnya 24 
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jam hanya menjadi 16 jam saja, dan juga tidak adanya petugas PPNS yang 

memiliki kualifikasi dalam pengukuran dimensi kendaraan mengakibatkan 

tidak adanya penindakan kendaraan over dimension di UPPKB Guyangan. 

Ketiga, fasilitas yang kurang lengkap sehingga menjadi kendala yang cukup 

serius dalam pemberlakuan aturan Zero ODOL di UPPKB Guyangan. 

Ketiga hal diatas yang menyebabkan kurang efektifnya pemberlakuan Zero 

ODOL di UPPKB Guyangan. 

2. Argumentasi sopir pelanggar Over Dimension Over Loading di UPPKB 

Guyangan menunjukkan adanya paksaan dari pihak pemilik barang dan 

pemilik/operator kendaraan untuk mengemudikan kendaraan ODOL. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan aspek ḥifẓ an-nafs dan ḥifẓ al-māl dalam teori 

maṣlaḥah. Tindakan ODOL yang dilakukan pemilik barang dan 

pemilik/operator kendaraan juga bertentangan dengan kaidah fiqih yang 

menjadi dasar hukum teori maṣlaḥah. ODOL adalah manifestasi mafāsid 

atau kemadharatan dalam kaidah fiqih, yang seharusnya mafāsid atau 

kemadharatan itu dihilangkan terlebih dahulu (مقدم  sebelum (درءالمفاسد 

mengambil kemaslahatan dari ODOL itu sendiri (جلب المصالح). 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian lapangan dan menganalisis implementasi 

Zero Over Dimension Over Loading di UPPKB Guyangan perspektif 

efektivitas hukum dan maṣlaḥah, penulis memiliki beberapa saran, antara lain: 

1. Merevisi UU No. 22 Th. 2009 tentang LLAJ, khususnya terkait sanksi 

ODOL juga ditujukan kepada pemilik barang muatan dan pemilik 
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kendaraan, tidak hanya kepada sopir/pengemudi pelanggar ODOL. Karena 

ODOL bukan hanya disebabkan oleh sopir yang nekat mengemudikan 

kendaraan ODOL, tapi juga karena pemilik barang dan pemilik/operator 

kendaraan yang tidak taat hukum. 

2. Kepada pemerintah atau pihak yang berwenang agar giat melakukan 

sosialisasi pemberlakuan aturan Zero ODOL kepada para pengusaha 

agkutan logistik, pemilik kendaraan dan karoseri pembuat bak truk demi 

meminimalisir penyebab ODOL. 

3. Penambahan petugas UPPKB Guyangan secara kuantitas dan kualitas, agar 

UPPKB bisa beroperasi secara maksimal tanpa ada kendala jumlah dan 

kompetensi petugas. Dengan hanya 19 petugas yang mengoperasikan 

UPPKB Guyangan, maka tenaga petugas akan terlalu terporsir untuk 

memaksimalkan pengoperasian UPPKB yang berakibat kurang efektifnya 

pemberlakuan Zero ODOL di UPPKB Guyangan. 

4. Pengoptimalan fasilitas UPPKB Guyangan demi terwujudnya Zero ODOL 

2023 yang efektif dan efisien. 

5. Kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan terhadap ongkos sopir 

agar para sopir tidak merasa khawatir dengan pemberlakuan aturan Zero 

ODOL. 

6. Subsidi kendaraan angkutan barang agar pemilik barang dan 

pemilik/operator kendaraan tidak melakukan tindakan ODOL untuk 

menekan biaya operasional transportasi yang tinggi. 
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